










































































































































Tabel Target dan Capaian IKU dan IKK
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No. Indikator Target Realisasi Capaian Keterangan

1 Akses Air Minum Layak 89,35% 86,82% 97,17% IKU

2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi 
Layak 80,54% 85,5% 106,16% IKU

3
Persentase Rumah Tangga dengan 
Akses Hunian Layak, Terjangkau dan 
Berkelanjutan

65,01% 65,74% 101,12% IKU

4
Akses Rumah Tangga Perkotaan 
terhadap Air Minum Perpipaan 34,00% 60,93% 179,21% IKU

5 Persentase Akses Air Minum Aman 33,76% 30,85% 91,38% IKK

6
Persentase Rumah Tangga dengan 
Akses Sanitasi Aman 8% 4,33% 54,13% IKK

7
Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 
15 Ha yang Ditangani 12,4% 16,03% 129,27% IKK

8
Persentase Permukiman yang Sudah 
Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum) 

49,54% 51,86% 104,68% IKK

9
Persentase Warga Negara Korban 
Bencana yang Memperoleh Rumah 
Layak Huni 

83,97% 100% 119,09% IKK

10

Persentase Warga Negara yang 
Terkena Relokasi Akibat Program 
Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi 
Penyediaan Rumah yang Layak Huni 

83,09% 100% 120,35% IKK

11

Persentase Sertifikasi dan Registrasi 
bagi Orang atau Badan Hukum yang 
Melaksanakan Perancangan dan 
Perencanaan Rumah serta Perencanaan 
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 
PSU 

21,86% 28,43% 130,05% IKK

12
Persentase Peningkatan Kapasitas yang 
Terlayani melalui Penyaluran Air 
Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota

1,6% 0 0,00% IKK

13

Persentase Peningkatan Rumah Tangga 
yang Menempati Hunian dengan Akses 
Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak 
dan Aman)

8% 4,33% 54,13% IKK

14 Persentase Peningkatan Sampah yang 
Dikelola di TPA/TPST Regional 1,10% 0 0,00% IKK

15
Persentase Cakupan infrastruktur 
Permukiman dalam Kondisi Baik 78,98% 78,92% 99,92% IKK

16 Persentase Bangunan Gedung dalam 
Kondisi Baik 41,43% 58,57% 141,37% IKK

17
Persentase Penataan Bangunan dan 
Lingkungan 31% 33% 106,45% IKK

18 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi 
Kualifikasi Ahli 67% 87% 129,85% IKK

19
Persentase Pemenuhan Layanan 
Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 100% IKK



Penyampaian Amanat ke Setiap Pegawai terhadap Target dan Capaian 

Kinerja pada Apel Pagi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat pada Pasal 28 H ayat 1 

menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pernyataan tersebut menunjukkan 

komitmen Negara Indonesia secara umum dan Pemerintah Indonesia secara  khusus untuk 

mengutamakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, prasarana, dan utilitas 

umum sebagai penunjang kehidupan masyarakat dalam rangka mensejahterakan hidup 

masyarakat. 

Dalam penyelenggaraan program tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

sebagai pemegang hak otonomi daerah di Indonesia berupaya menjalankan amanat UU 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN 

dengan mempertimbangkan azas yang terdapat di dalamnya, salah satunya adalah azas 

akuntabilitas. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan 

sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  mempunyai tugas 

pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas 

dekonsentrasi pada urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan 

keciptakaryaan. Sebagai landasan formal dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang 

didasarkan pada azas-azas umum pemerintahan yang baik serta merupakan pelaksanaan 

dari penerapan azas akuntabilitas, maka diupayakan untuk menjalankan Instruksi Presiden 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah (AKIP). Substansi 

dari sistem AKIP yang harus diupayakan untuk dibangun atau dikembangkan adalah melalui 

penyusunan dan pelaksanaan perencanaan strategis, pengukuran dan evaluasi kinerja yang 

terukur serta pelaporannya. Sebagai bentuk pelaksanaan azas akuntabilitas tersebut, 

dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2021 

yang mengacu kepada Permenpan No. 53 Tahun 2014. 

 
1.2 Isu Strategis dan Arah Kebijakan 

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen 

perencanaan lainnya, maka secara umum isu-isu strategis yang ada di Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: 
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1. Kondisi gedung dan bangunan sarana milik pemerintah daerah yang sebagian besar 

dalam kondisi rusak dan tidak layak dan tidak sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria 

(NSPK), yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Serta 

Inventarisasi data kondisi bangunan gedung milik pemerintah Provinsi yang sebagian 

dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai; 

2. Masih rendahnya cakupan layanan air minum regional lintas kabupaten/kota dan 

penyediaan air minum non perpipaan terutama bagi daerah yang tidak mempunyai 

potensi sumber air baku yang layak; 

3. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan drainase permukiman masih banyak yang 

tidak layak, sehingga mengakibatkan genangan air di musim hujan dan berdebu di 

musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam aktivitas ekonomi 

dan interaksi sosial kemasyarakatan; 

4. Jumlah kawasan yang memiliki sanitasi layak masih rendah. Hal ini berpengaruh 

terhadap lingkungan yang layak huni sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah 

kawasan kumuh; 

5. Penanganan persampahan belum dilaksanakan mulai dari sumbernya, baik masyarakat 

maupun petugas dan instansi pengelola sampah. Hal ini juga dikarenakan belum 

tersedianya TPA Regional di Provinsi Sumatera Selatan; 

6. Penanganan kawasan kumuh yang masih penuh dengan tantangan dengan minimnya 

dukungan masyarakat untuk menciptakan kawasan layak huni; 

7. Melakukan Program 3 Juta Rumah yang merupakan Program Strategis Nasional; 

8. Meningkatkan keterkaitan dan kerjasama lintas kabupaten/kota; 

9. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyelesaian batas wilayah, pemekaran 

wilayah, dan penyelesaian konflik lahan; 

10. Seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk, penataan kawasan dan 

lingkungan ruang publik dan kawasan strategis provisi masih banyak yang belum 

terlaksana dengan baik sehingga di butuhkan penataan dan pengembangan dan 

pembangunan kawasan (site development); 

11. Melaksanakan pembangunan gedung dan bangunan provinsi strategis; 

12. Mendukung Prioritas Pembangunan Kewilayahan pada dokumen RPJMN sesuai dengan 

highlight intervensi dan lokasi prioritas yang ditetapkan RPJMN, seperti : 

- Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Palembang 

- Pengembangan SPAM Regional Palembang-Banyuasin 

- Pembangunan TPST Regional Palembang-Banyuasin 

- Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi Pekerja, MBR, Gen Z dan Milenial 

di WM Palembang (PHTC) 
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13. Mengembangkan inovasi daerah dari segi regulasi, teknologi dan ketersediaan aplikasi 

informasi layanan di bidang keciptakaryaan dan perumahan permukiman berbasis 

elektronik; 

14. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah akibat bencana dan relokasi pemerintah 

yang layak huni serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman 

sehingga harus berkolabarasi dengan pusat untuk pembangunan rumah layak huni 

untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini merupakan 

Standar Pelayanan Minimal untuk masyarakat untuk dapat hidup yang layak serta 

bekerjasama dengan BAZNAS untuk mencari sumber Pendanaan Penyediaan 

perumahan; 

15. Meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau serta penyediaan lahan untuk 

perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini karena masih 

adanya ketimpangan/backlog bagi Kepala Keluarga/Rumah Tangga Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah. 

 

Sedangkan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera 

Selatan tahun 2025 – 2029 merupakan cara untuk mencapai strategi yang telah ditentukan, 

dimana setiap strategi memiliki lebih dari satu kebijakan, dengan total 17 arah kebijakan. 

Berikut beberapa arah kebijakan yang bersifat strategis dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni; 

2. Pembinaan dan Pengawasan kepada Kabupaten/Kota untuk penerbitan update SK 

Kumuh Kabupaten/Kota secara berkala; 

3. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum meliputi jalan lingkungan, drainase, 

air limbah, air minum, pembuangan sampah; 

4. Pendataan dan pengindentifikasian korban bencana; 

5. Peningkatan infrastruktur SPAM, perbaikan kualitas air; 

6. Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air melalui perpipaan maupun non 

perpipaan; 

7. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat; 

8. Pembangunan MCK pada setiap rumah atau per Kepala Keluarga; 

9. Pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat; 

10. Pembangunan infrastruktur dasar yang layak dan terawat termasuk persampahan, air 

minum dan air limbah yang berada pada kawasan strategis provinsi; 

11. Ketersediaan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Provinsi; 

12. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah 

Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; 
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13. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penjenjangan sertifikasi keahlian; 

14. Diterbitkannya juknis yang mengatur tentang program kegiatan sertifikasi 

pengembang perumahan; 

15. Peningkatan kualitas pelayanan dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan; 

16.  Peningkatan tata kelola keuangan yang akuntabel; 

17.  Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi  perkantoran. 

 

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Sumatera Selatan 

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang 

tercantum didalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 66 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan sebagai berikut : 

1) Tugas Pokok 

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah 

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman. 

2) Fungsi 

Adapun Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan 

adalah sebagai berikut : 

a. Penetapan perumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan perumahan, tata 

bangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi, dan perizinan sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, 

b. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman, 

c. Pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup 

perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota, 

d. Penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air, 

e. Penyelengaraan penyediaan dukungan atau bantuan untuk kerja sama antar 

kabupaten atau kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman, 

f. Pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana program, 

g. Penyelengaraan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi, 

h. Penyelengaraan kegiatan tanggap darurat di bidang bina jasa konstruksi, 
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Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan 

yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak tertanggulangi, peluang 

yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan 

gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan 

dengan baik, tiap-tiap permasalahan harus diidentifikasi faktor-faktor penentu 

keberhasilannya. 

 
2.3 Pohon Kinerja 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025, Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada pohon kinerja yang 

menjelaskan tentang kerangka acuan kerja. Pohon kinerja tahun 2025 Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

2.4 Perjanjian Kinerja 

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan target kinerja berupa kesepakatan 

dalam pencapaian target tahun 2025. Target kinerja tersebut digunakan sebagai ruang 

lingkup tugas pelaksanaan program dan kegiatan dari pimpinan instansi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah yang disertai dengan indikator kinerja. Target kinerja tahun 2025 

itu dituangkan didalam Perjanjian Kinerja. 

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima 

amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong 

komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan 

diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan 

tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

tujuan serta sasaran organisasi. 

Indikator Kinerja dan Program Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan pada tabel berikut ini : 
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NO. TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

1.

Meningkatnya akses air minum 

dan sanitasi serta terpenuhinya 

akses hunian layak, terjangkau dan 

berkelanjutan

Akses Air Minum Layak 89,35

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi 

Layak
80,54

Persentase Rumah Tangga dengan 

Akses Hunian Layak, Terjangkau dan 

Berkelanjutan

Akses Rumah Tangga Perkotaan 

terhadap Air Minum Perpipaan

%

%

% 65,01

% 34,00 

 

Tabel 2.3  Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Sumatera Selatan Sebelum Perubahan 

 
 

Tabel 2.4  Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Sumatera Selatan Setelah Perubahan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-

15 Ha yang ditangani
% 11,43%

Persentase Satuan Permukiman yang 

Sudah Dilengkapi PSU
% 36,10%

2
Terselenggaranya Perbaikan 

Rumah Penduduk Pasca Bencana

Persentase Warga Negara Korban 

Bencana yang Memperoleh Rumah 

Layak Huni

% 83%

3
Meningkatnya Cakupan 

Infrastruktur Air Minum

Persentase Rumah Tangga dengan 

Akses Air Minum Layak
% 89,35%

4
Meningkatnya Pengelolaan 

Sanitasi Lingkungan

Persentase Rumah Tangga dengan 

Akses Sanitasi Layak
% 81,62%

5

Meningkatnya 

Kualitas/Kuantitas Bangunan 

Gedung dan Lingkungan Yang 

Berstandar Teknis

Persentase Penataan Bangunan 

Gedung yang Tertangani
% 33%

Meningkatnya Kualitas Kawasan 

Permukiman
1.
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Berdasarkan Grafik 3.2, target Akses Air Minum Layak tahun 2024 adalah 88,35% 

dan target tahun 2025 adalah 89,35%. Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses 

Air Minum Layak diganti menjadi indikator baru yaitu Akses Air Minum Layak sesuai 

Permendagri No. 18 tahun 2020. Adapun realisasinya dapat dilihat pada Grafik 3.3. 

 

Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air 
Minum Layak Tahun 2024 dan Akses Air Minum Layak Tahun 2025 

 
Berdasarkan Grafik 3.3, realisasi Akses Air Minum Layak tahun 2024 adalah 

87,23%, kemudian pada tahun 2025 realisasinya mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya yaitu 86,82% dikarenakan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses 

Air Minum Layak diganti menjadi indikator baru yaitu Akses Air Minum Layak. Dalam hal 

ini realisasi pada tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024 karena bidang 

terkait tidak melakukan survei terhadap air minum layak. Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Sumatera Selatan hanya mendata terkait infrastruktur. Data realisasi 

didapat dari Badan Pusat Statistik, yang mengukur indikator air minum layak adalah Dinas 

Kesehatan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu ada pembahasan bersama 

antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik dan Dinas 

Kesehatan terkait mekanisme perhitungan indikator Air Minum Layak. Adapun capaiannya 

dapat dilihat pada Grafik 3.4. 
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Berdasarkan Grafik 3.8 realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak 

tahun 2024 adalah 77,34%, kemudian pada tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 

85,5%. Hal ini merepresentasikan bahwa cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke 

rumah-rumah penduduk telah memenuhi target yang telah ditentukan dan tiap rumah 

tangga sudah memiliki fasilitas buang air besar (BAB) yang digunakan secara pribadi atau 

bersama dengan rumah tangga tertentu (terbatas). Perhitungan capaian menggunakan 

data dari Badan Pusat Statistik sebagai penanggung jawab dan Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai pendukung dari indikator 

tersebut. Adapun capaiannya dapat dilihat pada Grafik 3.10 

 

 

Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan 
Akses Sanitasi Layak Tahun 2024 dan Rumah Tangga dengan Akses 
Sanitasi Layak 
 

Grafik 3.10 Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan 
Akses Sanitasi Layak Tahun 2024 dan Rumah Tangga dengan Akses 
Sanitasi LayakTahun 2025 
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